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MOTTO

"Jrka secrang perempuan melibat Kesalabhan suaminga
aten Telah berpaling bhatinga, wmaka tiada berdosa
Keduanya JrEa Kedunanya mahgadm‘fah perdamaran
antare FKeduanya, Berdamar itulah terlebrl, bark
(dnrr}mda éer.cerm'). (Mli‘h.ﬂ.hf) mannsia rtu
berperangal amatl Kikir. Jike Kama berbuat bark
i Kepada (sterima) den bertaqewa, sungguh Allal, Maba
Hfhﬁdﬂ.ﬁ.w' ape”apa yang Kama Kerjakanr'.

(QS. An-Nisa'; 128)

Drs. Sudarsono, 5. H., 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta: Jakarta
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ABSTRAKSI

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara scorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka prinsip
yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah mempersukar perceraian
terlebih perceraian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil.

Pegawar Negen Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah
laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk menyclenggarakan kehidupan berkeluarga,

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat dan surat permintaan ijin
atay pemberitahuan adanya perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya sebagaimana termaktub
dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengajuan permohonan ijin talak tersebut, terkadang
pihak Pejabat tidak memberikan tanggapan atau dapat dikatakan tidak
memberikan surat keterangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 6
(enam) bulan schingga im akan menghambat proses perceraian.

Dengan latar belakang hal tersebut diatas, dalam penulisan sknipsi ini
penulis mengangkat judul “Analisis Yuridis Tentang Ijin Gugatan Cerai Talak
Dari Atasan Bagi Scorang Suami Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri”.
Sebagai fuktanya adalah Perkara Nomor 290/Pdt. G/1991/ P.A. WSP yang penulis
dapatkan dan majalah Vana Peradilan.

Permasalahan  yang penulis  ketengahkan vaitu  berkaitan dengan
bagaimana prosedur ijin permohonan talak dari atasan bagi scorang suami yang
berstatus scbagai pegawai negeri dan bagaimana konsekuensi yuridisnya apabila

atasan tdak menanggapi dan menolak permohonan ijin tersebut

Xi
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Metode pendekatan masalah yang penulis pergunakan adalah pendekatan
sccara yundis normatif dengan memaka: data sekunder. Sedangkan metode
pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan skripsi ini, penulis lakukan
melalui studi kepustakaan, dan analisa datanya dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif

Bagi Pegawai Negen Sipil yang akan melakukan proses perceraian,
terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku mengenai proses pengajuan ijin permohonan
talak. Prosedur ijin permohonan talak oleh pemohon diajukan secara tertulis
dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari. Setiap atasan yang menerima
permintaan ijin dan Pegawai Negeri Sipil atau bawahannya dalam lingkungan
kerjanya untuk melakukan perceraian, wajib memberikan pertimbangan dan
meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima
permintaan ijin, Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 PP No. 10 Tahun 1983
jo PP No. 45 Tahun 1990, apabila dalam jangka waktu 6 (cnam) bulan Pejabat
tidak memberikan suatu keputusan apakah diterima atau ditolak maka Pejabat
dianggap tidak menanggupi dan menolak ijin permohonan talak dari pemohon
Bagi pihak Pengadilan Agama tetap memproses perkara tersebut dengan
didasarkan pada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun pihak
pemohon belum memperoleh ijin dari atasan

X
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L. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Aristoteles seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa
manusia 1tu adalah zoon politikon, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk

hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu

gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang'

memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari
orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai
dengan adanya keluarga (Lili Rasjidi, 1991: 1).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku
dan dilaksanakan tangal 1 Oktober Tahun 1975, Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) vang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, Mengenai tujuannya dengan jelas dapat dibaca pada
pasal | Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) vang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga bahagia itu, demikian
disebutkan dalam penjelasannya berkaitan erat dengan pemeliharaan dan
pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Untuk
1tu suami-isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi. Pembentukan
keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa mengandung arti bahwa selain dari perkawinannya harus
disclenggarakan menurut agama, pembinaan dan pengembangan keluarga atau
rumah tanggapun harus dilakukan menurut ajaran agama masing-masing sebagai
pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anonim, 1994 28),

Oleh karena tujuan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka
prinsip yang dianut oleh Undang-undang perkawinan adalah mempersukar

perceraian.

i:.-t"ah
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Menurut Undang-undang perkawinan, perceraian hanya mungkin
dilakukan apabila dipenuhi alasan-alasannya, serta harus dilakukan di depan
sidang pengadilan melalui acara tertentu. Hal itu dilakukan selelah pengadilan
tidak berhasil dalam usahanya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Alasan-alasan yang dimaksud diatas termaktub di dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan Pasal 39 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: a) salah satu pihak berbuat zina,
atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan, b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya, c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5
(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d)
salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain, e) salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan f)
antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisthan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mencermati  ketentuan pada  huruf “f”  tersebut adalah sangat
dimungkinkan bagi suami atan isteri untuk mengajukan perceraian apabila dalam
rumah tangga mereka selalu diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan yang
terus menerus. Suami ataupun isteri dapat berdalih bahwa dalam rumah tangga
yang telah ditempuh bersama sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.
Perceraian yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus antara suarmi istert dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah tangga sering terjadi di kalangan masyarakat, baik itu yang berstatus
sebagai masyarakat biasa maupun dari unsur aparatur negara (Pegawai Negeri
Sipil).

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah
laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan
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kewajiban vang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus
ditunjang oleh kehidupan vang serasi, sejahtera dan bahagia sehingga setiap
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu
oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Dalam hal perkawinan antara masyarakat biasa dengan Pegawal Negen

Sipil dibedakan dalam mengajukan permohonan, oleh karena itu dalam hal

perceraiannyapun antara masyarakat biasa dengan Pegawai Negeri Sipil juga

dibedakan dalam pengajuan permohonan.

Pegawai Negen Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat dan surat permintaan ijin
atau pemberitahuan adanya perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya sebagaimana termaktub
dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan dan
Perceraian Bag Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati
kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristeri lebih
dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
Putusan P.A. WSP No. 290/Pdt. G/1991 tentang ijin permohonan talak dari
seorang suami yang bersiatus sebagai pegawal negeri. Oleh karena itu, dalam
penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “ANALISIS YURIDIS
TENTANG LIN GUGATAN CERAI TALAK DARI ATASAN BAGI
SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI”
(Studi Putusan No. 290/Pdt. G/1991/ P.A WSP)".

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai
batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas, hal ini dilakukan untuk
menghindari adanya suatu interpretasi yang menyimpang dari pokok
permasalahan dan menghindan terjadi pengembangan yang terlalu luas, sehingga
tujuan dari maksud penulisan skripsi ini tetap terjaga. Ruang lingkup dari
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penulisan skripsi ini adalah mengkaji secara yuridis putusan No. 290/Pdt. G/1991/
P.A WSP tentang ljin Gugatan Cerai Talak Dan Atasan Bagi Seorang Suami
Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang dan ruang lingkupnya, maka rumusan
masalah yang penulis dapatkan adalah sebagai benkut:
|. Bagaimana prosedur ijin permochonan talak dari atasan bagi seorang suami
yang berstatus sebagai pegawai negeri 7
2, Bagaimana konsekuensi yuridis apabila atasan tidak menanggapi dan menolak

permohonan 1jin ?

1.4 Tujuan Penulisan
L4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah;

I. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar safjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember;

. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum
dan almamater tercinta yang nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya;

2

Lsd

. Untuk kepentingan perkembangan hukum perkawinan.

1.4.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan khusus dan penulisan skripsi ini adalah:
I. Untuk mengetahui prosedur ijin permohonan talak dari atasan bagi seorang
suami yang berstatus sebagai pegawai negeri;
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis apabila atasan tidak menanggapi dan
menolak permohonan ijin.
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1.5 Metode Penulisan

Sebagaimana lazimnya ciri-ciri umum yang dimiliki bagi penulisan karya
lmigh dimana harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah, sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang
sesungguhnya. Kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data
yang sebenamya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya
(Soekanto, 1986: 6).

Dalam penulisan sknipsi ini menggunakan metode yang sekiranya sesuai
dengan obyek studi sebab milai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari
metode yang dipergunakan. Metode yang penulis maksud berupa pendekatan
masalahnya, sumber data, pengambilan data dan penganalisaan data yang ada.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis
normatif, yang mana pemaparan data-data yang ada dengan memakai analisis
yang berpijak pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkenaan dengan perkara yang dikaji. Pendekatan ini berusaha memberikan
Jawaban atas permasalahan-permasalahan yang timbul melalui penyelidikan yang
meliputi pengumpulan data, penafsiran suatu gejala, gagasan yang timbul dari
studi putusan sebagai upaya untuk mencermati posisi hukum atau penerapan
hukum yang sesuai dengan ketentuan yang bersumber pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa
data sekunder. Sumber data sekunder ini antara lain, yaitu:
I Peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan
pokok-pokok permasalahan yang ada, schingga dengan adanya peraturan-
peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada
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2. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-dokwin yang secara
langsung atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada
(Soemitro, 1998: 52).

Data sekunder ini penulis dapatkan dari bahan kepustakaan, yaitu dari
majalah vana peradilan dan buku-buku literatur serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data dalam penulisan skripsi ini, penulis
lakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu terhadap buku-buku literatur,
majalah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan atau
berkaitan dengan judul skripsi ini.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang penulis pergunakan untuk mengolah data, yaitu
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, vaitu suatu metode untuk
memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak
didasarkan pada angka-angka bilangan statistk (non statistik) melainkan
didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas Selanjutnya dari permasaluhan tersebut,
dianalisa berdasarkan tcori dan pemecahannya didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh kejelasan terhadap
permasalahan tersebut (Soemitro, 1998: 138).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

THH A

IL FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
A. Ahmad Masseirang yang beragama Islam pada Desember 1984 telah
melangsungkan pernikahannya dengan seoran g wanita yang bernama Apida yang

juga beragama Islam di Kantor Urusan Agama Lalabata Kabupaten Soppeng. A.

Ahmad Masseirang adalah seorang pegawai negeri yang tepatnya bekerja di

Kantor Perindustrian Watan Soppeng, sedangkan Apida (isteri A, Ahmad) adalah
seorang ibu rumah tangga. Setelah pernikahan ini. semula masih berdiam bersama
dirumah ibunya Ahmad, kemudian mereka pindah ke rumah tangganya sendiri
setelah mempunyai rumah.

Selama pernikahannya berlangsung, sejak tahun 1984 sampai 1991 telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama Hasayady,
Nadaky dan Rati. Pada tahun 1991 mulai timbul keretakan rumah tangga sebagai
suami isteri. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya pemberian uang setiap bulan
oleh Ahmad kepada ibu kandungnya untuk membantu kehidupan ibunya, yang
mana dalam memberikan sebagian gajinya 1ty Ahmad tidak memberitahukan
kepada Apida sebagai isterinya,

Sejak saat itu timbullah pertengkaran antara Ahmad dengan isterinya
(Apida). Karena terlaly seringnya mereka bertengkar, maka suami (Ahmad) tanpa
ijin isterinya meninggalkan rumah kediaman bersama sebulan lamanya tanpa
peduli satu sama lain. Usaha kaum keluarga untuk merukunkan suami-isteri,
Ahmad dan Apida mengakhiri persengketaan mereka ternyata tidak berhasil.

Pemohon sebelum mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama
Watan Soppeng, terlebih dahulu meminta ijin dan atasannya karena pemohon
Achmad adalah seorang Pegawai Negeri yang tepatnya bekerja sebagai karyawan
di Kantor Perindustrian Watan Soppeng, Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
ljin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun iJin tersebut,
setelah 6 (enam) bulan berlalu belum juga berhasi! memperoleh ijin dari
atasannya. Akan tetapi meskipun ijin dari atasan tidak diberikan, Pemohon dalam

i
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hal ini adalah Ahmad Masseirang tetap mengajukan permohonan talak ke

Pengadilan Agama Watan Soppeng.

Pada akhimya pihak suami (A. Ahmad Masseirang) mengajukan
permohonan talak terhadap isterinya Apida di Pengadilan Agama Watan Soppeng
dengan mengemukakan dalih sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri ini telah timbul ketidakcocokan yang kemudian
meningkat menjadi percekcokan yang terus menerus yang tidak mungkin
diperbaiki lagi dan telah terjadi pisah tempat tinggal.

2. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 maka suami berhak menuntut perceraian terhadap isterinya.

Dasar alasan tersebut diatas maka suami (pemohon) memohon kepada
Pengadilan Agama Watan Soppeng untuk memberikan putusan sebagai berikut:
|. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (Ahmad) untuk mengikrarkan

talaknya dengan talak satu terhadap termohon (Apida).

2. Mohon putusan lain berdasar atas keadilan.

Meskipun 1jin dani atasan belum di peroleh oleh Pemohon, tetapi pihak
Pengadilan Agama Watan Soppeng tetap memproses permohonan talak dari
Pemohon (Ahmad) dengan Jalih “bahwa untuk mencapai azas peradilan
sederhana, cepal dan biaya ringan raka perkara tersebut harus diselesaikan”,

Atas permohonan talak pemohon tersebut, pihak isteri selaku termohon
memberikan jawaban berupa menyangkal permohonan talak dan mohon agar
permohonan talak yang diajukan pemohon tersebut ditolak oleh hakim dengan
alasan atau dalih bahwa sebenarnya termohon (isteri) dalam hal ini adalah Apida
tidak keberatan apabila pemohon (suami) yaitu Ahmad memberikan sumbangan
uang kepada ibu kandungnya setiap bulan, namun cara yang ditempuh Ahmad
dengan cara diam-diam itu yang tidak disetujui oleh Apida, sehingga menurut
Apida terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya dapat dirukunkan kembali
dan Apida bersedia berbaikan dengan suami (Ahmad).

Dalam perkara ini, berdasarkan atas pengakuan Termohon atas dalil yang
dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti para saksi maka majelis

berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah
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karena terjadi cekeok terus menerus dan tidak dapat dipertahankan lagi. Hal mana
sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Undang-undang Nomor | Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf “f* Kompilasi
Hukum Islam serta dalil dari Hadits Rosulullah SAW: “Thalak itu adalah hak bagi
lelaki (suami) dan Iddah itu adalah hak bagi wanita (isteri)”,

Alasan yuridis tersebut diatas, maka Hakim pertama Pengadilan Agama

Watan Soppeng mengabulkan permohonan Pemohon (A. Ahmad Masseirang) dan

menetapkan memben ijin kepada Pemohon (Ahmad) untuk menjatuhkan talak
satu raj’1 kepada Termohon (Apida).

Dalam proses pemeriksaan tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Ujung Pandang setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya
memberikan pertimbangan yang pokoknya adalah bahwa tindakan termohon
(Apida) yang telah mengirimkan surat kepada ibu mertuanya (ibu suaminya) yang
berisi mengharamkan uang pemberian Ahmad sebesar 1/5 gajinya serta melarang
ibu mertuanya menginjak rumahnya dan menyatakan tidak ada lagi menantunya
yang bemama Apida adalah merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya
dilakukan oleh seorang anak menantu terhadap ibunda suaminya. Dengan alasan
ini, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang menguatkan putusan
Pengadilan Agama Watan Soppeng yaitu menetapkan/memberi ijin kepada
Pemohon (Ahmad) untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon (Apida).

Dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi, Majelis Mahkamah Agung R.1
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang karena Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang telah salah dalam menerapkan hukum.
Setelah memeriksa perkara ini, maka dalam putusannya memberikan
pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa terjadinya pisah tempat tinggal
antara suami-isteri ternyata baru berlangsung beberapa bulan, sedangkan
pertengkaran antara suami-isteri tersebut karena adanya bantuan keuangan oleh
suami kepada ibu kandungnya, namun pihak isteri (Apida) telah berjanji akan
menjadi seorang isteri yang setia dan taat kepada suaminya. Disamping itu dari
berita acara persidangan, belum dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran terus
meneérus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Dalam penilaian prosedur
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administrasi, Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang telah kelird, karena
permohonan cerai yang dilakukan dari termohon kasasi belum mendapat surat ijin
dari atasannya.

2.2 Dasar Hukum
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dasar hukum yang dapat
digunakan sebagai landasan yuridis penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan

Masalah perceraian dalam Undang-undang Perkawinan, diatur dalam BAB

VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 sampai dengan Pasal

41. Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; a) kematian, b)

perceraian dan c) atas putusan pengadilan.

Dualam Pasal 39 menyebutkan bahwa:

I) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersungkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.

2)  Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami
1steri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri,

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang bersifat lebih khusus yaitu bagi

Pegawal Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan maupun perceraian,

Segala persyaratan dalam Peraturan Pemerintah ini harus ditaati dan dipenuhi.

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang ijin permohonan talak bagi Pegawai

Negeri Sipil antara lain sebagai berikut;

a. Pasal 3:
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(1). Pegawai Negen Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat,

(2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau
bag) Pegawai Neger Sipil vang berkedudukan sebagai tergugal uniuk
memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; .

(3). Dalam surat permintaan ijin atau pembentahuan adanva gugatan

perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan

yang lengkap yang mendasarinya.

. Pasal 5 ayat (2):

“Setiap atasan yang menerima permintaan 1jin dan Pegawai Negen Sipil dalam

lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih

dar seorang, wajib memberikan pertimbangan dan mencruskannya kepada

Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3

(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1a menerima ijin dimaksud™.

. Pasal 7

(1). [jin untuk bercerai dapat diberikan Pejabat apabila didasarkan pada alasan-
alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,

(2). I)in untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak
diberikan oleh Pejabat.

(3). Ijn untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila:

a) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan;

b) tidak ada alasan untuk bercerai;

¢) bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;

d) alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat

, Pasal 12:

“Pemberian atau penolakan pemberian ijin untuk melakukan perceraian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristeri lebih dari seorang
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (1), dilakukan oleh Pejabat secara
tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai
ia menerima permintaan ijin tersebut™.

1.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian, Alasan dan Macam-macam Perceraian
Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang.
di dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974 mendapat tempat tersendin
karena kenyataannya di dalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir
dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi karena
tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia,
angka perceraian meningkat sebelum Rancangan Undang-undang Perkawinan
berhasil diundangkan Dengan adanya Undang-undang Perkawinan tersebut, maka
tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan yang dapat diterima (Soedaryo

Soimin, 1992, 69).

Menurut beberapa ahli hukum, pengertian perceraian dapat dikemukakan
antara lain;

| Subekti, menyatakan: “Perceraian adalah penghapusan daripada perkawinan
dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan"
(1984: 42)

2. Happy Marpaung, menyatakan: “Bahwa perceraian adalah putusnya
perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-
alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim
(1983: 16)

3. Soetojo Prowirohamidjojo, menyatakan bahwa: " perceraian adalah penjatuhan
talak, dimana hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar
gugatan” (1988: 123).

Berdasarkan 3 (tiga) pengertian diatas maka dapat dikemukakan bahwa
perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup

berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima serta ditetapkan dengan suatu
putusan hakim.
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Alasan-alasan vang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan
perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat
2 yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemeriniah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19
yailu:

4. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya vang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa 1in pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuannya,

¢. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

¢. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Mengenal macam-macam perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 membedakan perceraian dalam 2 (dua) macam, vaitu:

1. Cerai talak, vang dapat dijatuhkan suami terhadap isteri yang melakukan

perkawinan menurut Agama Islam melalui Pengadilan Agama, yang diatur
dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18

L

Ceral gugat, yang dapat dijatuhkan isten terhadap suami yang melangsungkan
perkawinan menurut Agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan gugatan
cerai oleh suami atau isteri yang melakukan perkawinan menurut agama selain
Islam atau menurut cara lain melalui Pengadilan Negeri, yang diatur dalam
Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 (Hilman Hadikusuma, 1990; 171).
Sedangkan mengenai talak, Martiman Prodjohamidjojo, menyatakan:
“Talak adalah melepaskan isterinya dari ikatan perkawinan”(1991: 85)
Mengenal macam-macam talak, Martiman Prodjohamidjojo, membedakan
talak dalam 3 (tiga) macam yaitu:
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. Talak satu (talag raj'i), yaitu talak yang masih memungkinkan suami untuk

kembali kepada isterinya pada masa idda/ (waktu tunggu),
Talak dua (ralug bain kecil), yaitu talak yang masih memungkinkan suami
untuk kembali kepada isterinya pada saat masa iddah (waktu tunggu),

. Talak tiga (talag bain besar), yaitu talak yang tidak memungkinkan suami

untuk kembali kepada isterinya, baik sebelum dan sesudah masa iddah. Suami
dapat kembali kepada isterinya setelah bekas isterinya menikah dengan orang
lain dengan ijab dan gabul, walinikah, saksi-saksi dan seterusnya, kemudian
bekas isterinya itu bercerai dengan suami barunya.

Sedangkan cara untuk melafaskan talak dibedakan menjadi 2 (dua), vaitu:

. Cara terang (sharih), yaitu kalimat tidak ragu-ragu lagi, bahwa yang dimaksud

memutuskan ikatan perkawinan, seperti: “Aku talak engkau” atau “Aku talak
isteriku bernama A", Kalimat yang sharih ini tidak perlu dengan niat, berarti
apabila dikatakan oleh suami, bermiat atau tidak berniat, kedua-duanya terus
bercerai, asal perkataan itu bukan berupa hikayat.

Cara sindiran (kinayah), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan
untuk perceraian perkawinan atau lain, seperti: “Pulanglah engkau ke rumah
keluargamu™ atau  “Pergilah dari  sim” dan sebagainya (Martiman
Prodjohamidjojo, 1991: 85-86),

2.3.2 Pengertian Ljin Permohonan Talak, Pegawai Negeri, Atasan dan

Pejabat
Dalam mengajukan permohonan talak bagi Pegawai Negeri, harus

mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada atasan. Hal ini berbeda
dengan masyarakat biasa karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara,
abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi
masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan
berkeluarga.

Ngatenan memberikan pengertian tentang ijin: “ljin adalah pemyataan

mengabulkan atau membolehkan” (1987, 14),
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Apabila dikaitkan dengan permohonan talak, maka ijin permohonan talak
adalah pernyataan mengabulkan atau membolehkan dari seorang atasan terhadap
bawahannya untuk melakukan permohonan talak yang dibuktikan dengan adanya
Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pada BAB [ pasal |
merumuskan tentang pengertian Pegawai Negeri, Atasan dan Pejabat.

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlakuy,
diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan
negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu
peraturan perundang-undangan dan digaji menurul peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

Pegawai Negen terdiri dan Pegawai Negen Sipil, anggota Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan Polri. Pegawai Negenri Sipil sendin dibagi
menjadi a) Pegawai Negeri Sipil Pusat, b) Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang
gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja
pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekretanatan
Lembaguy Tertingg/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di  Daerah-dagrah,
Kepamiteraan  Pengadilan, yang bekenja  pada  Perusahsan Jawatan, yang
diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom, yang berdasarkan sesuatu
peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain,
seperti Perusahaan Umum, Yayasan, dan lain-lain serta yang menyelenggarakan
tugas negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggt. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negen Sipil Daerah adalah
Pegawai Negen Sipil Daerah Otonom.

Atasan ndalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya
membawahi seorang atau lebih Pegawai Negen.

Sedangkan Pejabat adalah seorang Pejabat yang mempunyai kewenangan
mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
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Pegawai pemerintah negara Indonesia mencakup seluruh pejabat negara
dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia. Salah
satu alasan formal untuk mencakup pejabat negara itu dalam pembahasan tentang
kepegawaian pemerintah negara adalah adanya beberapa peraturan perundang-
undangan tentang kedudukan keuangan, gaji, tunjangan jabatan, atau nama
lainnya seperti uang kehormatan bagi Presiden, Wakil Presiden, Menteri dsb.

Alasan lainnya yang bersifat substansial berada dalam bidang sumber daya

manusia, ketenagakerjaan maupun dalam rangka proses staffing dari suatu
organisasi. Yang dimaksud dengan suatu organisasi disini adalah pemerintah
Negara [ndonesia. Semua orang yang mengisi seluruh jabatan dan
bekerja/bertugas dalam lingkungan pemerintah nepara Indonesia disebut juga
Pegawail Republik Indonesia.

Pejabat mana saja yang termasuk ke dalam lingkup Pejabat Negara antara
lain dapat dipedomani penjelasan Pasal 11 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974. Yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah: 1) Presiden dan Wakil
Presiden, 2) anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat, 3) anggota
Badan Pemeriksa Keuangan, 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim
Mahkamah Agung, 5) anggota Dewan Pertimbangan Agung, 6) Menteri, 7)
Kepala Perwakilan R. T di luar negeri yang berkedudukan sebapai Duta Besar
Luar Biasa dan berkuasa penuh, 8) Gubernur Kepala Daerah, 9) Bupati Kepala
Daerah/Walikotamadya Kepala Daerah, 10) Pejabat lain yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.

Dan daftar diatas jelas siapa yang termasuk pejabat negara dan kemudian
mereka dapat dikelompokkan berdasarkan lembaga atau satuan organisasi
pemerintah Negara Indonesia (C.8.T. Kansil, 1995:491-492),

2.3.3 Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus
mengindahkan ketentuan umum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga
harus mengindahkan ketentuan kKhusus sebagaimana termaktub dalam Peraturan
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Pemerintah Nomor 10 Tahuhn 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 yang mengatur mengenai ijin perceraian (Riduan Syahrani, 1986: 63).

Pada Pasal 3 dan Pasal 5 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan
melakukan perceraian wajib memperoleh ijin terlebih dahulu dan Pejabat melalui
saluran hierarki dan permintaan 1tu diajukan secara tertulis. Dalam sural
permintaan ijin bercerai harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari
permintaan ijin perceralan iu

Alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negerl
Siml telah ditetapkan oleh peraturan  perundang-undangan yang berlaku
sebapaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentung Perkawinan,

Sctiap atasan vang menerima surat perminiaan (i untuk bercerar harus
terlebih dahulu merukunkan kembali pasangan suami isten (pavuded) i, jika tidak
berhasil maka meneruskan permintaan ity kepada Pejabm melalu saluran merarks
disertai pertimbangan secarn tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak
menerma permintaan i diagukan. Dalam surat pertimbangan ttu antara lan
dikemukakan keadaan obyekul suami 1sten tersebut dan memuat pula saran-saran
sebagal bahan pertimbangan bagt Pejabat dalam mengambil keputusan

Pejubat yang menenma permintaan 1jin uniuk melakukan percerman wapb
memperhatikan  dengan  scksama  alasan-alasan  yang  dikemukakan  dalam
permintaan 1jin tersebut dan pertimbangan dan atasan Pegawar Negen vang
bersangkutan. Apabila alasan-alasan atau syarat-syarat yang dikemukakan dalam
surat permintaan ijin ity kurang meyokinkan, maka Peabat harus meminta
keterangan tambahan dan  suami/istenn Pegawar Negeni yang  mengujukan
permintaan ijin atau dan prhak lam yang dipandang dapat membenkan keterangan
vang meyakinkan. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya
3 (tiga) bulan s¢jak mencrima surat permintaan 1jin perceratan tersebut.

Sebelum  mengambil  keputusan,  Pejabat  berusaha  terlebih  dahulu
merukunkan kembali pasangan suami isteri (pasurrd) yeng bersangkutan dengan
cara memanggtl mereka secara langsung untuk diberikan nasehat. Apabila tempat
suami 1sten vang bersangkutan berjauban dan tempat kedudukan Pejabat, maka
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Pejabat dapat menginstruksikan kepada Pejabat lain dalam lingkungan tempat
tinggal suami isteri yang mengajukan perceraian untuk merukunkan kembal
pasangan suami isteri (pasurr() tersebut. Jika dipandang perlu, Pejabat dapat
meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadan suami
isteri yang bersangkutan. Apabila useha itu tidak berhasil, maka Pejabal
mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian itu (Riduan Syahrani, 1986:
67-68).

Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemenntah Nomor 10 Tahun
1983, menegaskan bahwa ijin tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
|. Alasan vang digunakan karena isteri mendapat cacat badan atau penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

3

Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan,
3. Tidak ada alasan untuk bercerai;
4. Bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983, mencgaskan bahwa ijin untuk bercerai dupat diberikan oleh Pejabat apabila
didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat ijin untuk melakukan
perceraian, apabila ia tetap ingin bercerai, maka ia harus menempuh prosedur
untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor |
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
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1V. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan terhadap permasalahan yang penulis
ajukan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Bahwa bagi Pegawai Negen Sipil yang akan melakukan proses perceraian,
terlebih dahulu harus memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses pengajuan ijin
permohonan talak. Prosedur ijin permohonan talak oleh pemohon diajukan
secara tertulis kepada atasan dan dilengkapi dengan alasan-alasan yang
mendasari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983
jo PP No. 45 Tahun 1990. Sctiap atasan yang menenma permintaan ijin dar
Pegawai Negeri Sipil atau bawahannya dalam lingkungan kerjanya untuk
melakukan perceraian, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya
kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan ijin,

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP
No. 45 Tahun 1990, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pejabat tidak
memberikan suatu keputusan apakah diterima atau ditolak maka Pejabat
dianggap tidak menanggapi dan menolak ijin permohonan talak dan pemohon.
Bagi pihak Pengadilan Agama tetap memproses perkara tersebut dengan
didasarkan pada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun
pihak pemohon belum memperoleh ijin dan atasan.

4.2 Saran
Saran vang dapat penuhis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut
- bahwa ketentuan yang terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45
Tahun 1990 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negen Sipil,
tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pegawai negeri sipil dan bertentangan
dengan hak asasi manusia serta mempengaruhi prinsip kebebasan hakim dalam

3
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memeriksa perkara di pengadilan. Dengan alasan yuridis diatas, maka PP No.
10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang ljin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus dicabut.
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I DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (A. AHMAD
MASSEIRANG BIN M. SALEH BASO) untuk menjatuhkan talak satu
raf'i kepada Termanon (APTDAH BINTI AMIR TENTA) -

. DALAM REKOVENSI :
Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang , mengadili tan
Rekonvens __ﬂlwmh." = e ¥ 2
ML DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya vang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp.36.000, (tiga puluh enam ribu rupiah)-
Mutusan mana dalam tingkat banding atas permohonan ter rohon telah dikuatkan
dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang dengan
putusannyz tangpal 28 Desernber 1992 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1413H.
oo, 71/1992 vang amarnya berbunyi sebagai berikut -
" Menyatakan permohonan banding dari Termohon /pembanding dapat
diterima
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 28 Juli
1992 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1413 H Nomor 280/
Pdt.G/1991/PA. Wsp dengan perbaikan susunan amarmya sehingga
seluruh amamya berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan pemohan;
Menetapkan memberi izin kepada Pemchon (A. Ahmad
Masseirang bin M.Saleh Baso) untuk menjatuhkan talak satu
raji kepada Termohon {Apidah binti Amir Tenta ) dihadapan
sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
Membebarikan kepada Pemohon untuk memb=var bisva vzoz
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 36000 (tiga puluh enam
ribu rupiah} |

ository Universitas Jember

— 1991/ PAWsp yang dibuat oleh Panitera Pengadiian Agama Watansoppen
m permohanan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat urmanm
~— 1alasanaya yang diterima dikepaiteranan Pengadilan Agama tersebut pads tangeal
02 Maret 1993; ¥ N
N Bahwa =atalah itu vleh pemohon/terbanding yang pada tanggal 29 Maret
1993 telah diberitahia tentang mwemorn kasast dari ﬂanqﬁgmﬂﬂn&unﬁﬁm diajuban
awaban mewwori kasasi vang dilerima dikepaniteraar Pengadilan Apamas
._ﬂ___qm...m:wﬁnﬁm:m pada tanggal 2¢ Ap:il 1993 dengan demikisn jawaban memosi,
isalah kasas! itu divjukannya ertsiah *=nggang vang diteniskan dalam pasal 47
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T e T T - -y

avat (3) Undarg-Undang Mahkamah Agung lampau, maka janaban memon/

ricalah kasas: -2 tidak dapat diperhatikan ; -

Menimbang. bahwa dengan berlakuriyva Undang-Undang Na 14 tahur 1755
tentang Mahk: = ah Agung. maka permohonian kasasi atas putusan atau Penezapan
Pengadilan Ti- <2t Banding atautingkat rerakhir di Lingkungan Peradilan Azama
dan penerima:z = memor kasasi yang memual alasan-alasannva, serta pener aan
sural jawabar. ‘erhadap memor kasasi tersebut harus didasaskan pada tenzcang-
tenggang wask:= sebagaimana ketentuan Undang-Undang Mahkamah Azung
trrighut

Menimbang. bahwa permohonan kasesi a quo beserts alasan-alasanniva vang
telah diberitahican kepada pihak lawaa dengan saksama diswkan dalam tenggang
waktu dan der zzn cara vang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu
permohonan xxsasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disjukan oleh pemohon kasasi
dalam memor; xasasinyva tersebut pada pokoknya ialah :

i.  Bahwa gutusan Judex facti dalam pertimbangan hukumnva tidak

mencerminkan segi keadilan, oleh karena hanya didasarkan pada alasan

pertengkiren yang lerus menerus tanpa memperhatikan jiwa Undang-

Undang 72t kawinan yang sejech mungkin agar dapat dinindarkan tenadinya

percera = maka dengan demikian pemohon kasasi telah merasz diruzikan

karena —3:h ingin membina kerukunan rumah tangss |

Bahwa FoZex factl sebugai penegak hukum tidak mengindahkan nilz:-nilai

kemanus_z2n vang telah hidup guna kelangsungan generasi penerus. serta

adanva =2:2 penyelesaian dari pemohon kasa= vang ingin kembali menjadi
istery vas & deta, namun kenyvataannya tidak dipertimbangkan;

3 Bahwaz 1= =2~ facti telah kelira dalam penilaian prosedur Administras:. oleh
karena —=—nohonan cerai vang dilalukan dari Termohon kasasi Telum
mrendas 21 ot izin don alasamey;

AT o=
Mengenal kebz:atan-keberatan ad ] dan 2

Bahwa xz=z-atan-keberatan ini dapat ditwnarkan katena Pengadilan Tinggi
Agama Ujung Pandang iciah szlah menerapkan hukum;

Menimbz-z. bahwa pisah meja dan tempat tidur antarzs suami dan isten
baru berlangsu=s.= beberapa bulan, sedangkan alasan pertengkaran karena adanya
bantuan keuarzan kepada [bu pemochon/termohon kasssi, nnmum pihak isteri/
pemshon kasasi sudah berjanji 2kan menjadi isteri yang setia dan taat pada suami ;

Menimbasg, bahwa dari berits acara pemeriksaan persidangan belum dapat
disimpulkan ‘cizh teradi periengkaran vang lerus menerus yvang fidak dapal
dirugurdan laz,

Menimbzrg, bahwa bendasarkan apa yang sipertimbangken diatas, engan
tidak perlu mempertimbangkan keberatar: lainnya, maka telah terdapet cukup
alasan untult m=mgabuikan permahonan ka<zsi vang diajukar oleh pemohot xasasi

b

VADLA PERADSAN (32-T3


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

© Apida binti Amir Tenta tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tingai

Agama Ujung Pandang da i Wa i Mahkamah
akan iﬁmuﬁ:,ﬂ. Iﬂu_“.__,_mm uﬁﬂ-_.. g&ug: Hﬂ.ﬁf#\ﬁiﬂiﬂﬂ.ﬂlﬁqﬁ:ﬂi iﬁﬂiris
Memperhatikan pasai-pasal dari Undang Undang No.14 tahun 1970, Undane-

- Undang No 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.7 tahun 985 yang

bersangkutan ;
MENGADGILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi - APIDA BINTY
AMIR TENTA tersobut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pardang tanggal
28 Desember 1992 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 14153 H. Na71/1992 dan
putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 28 Juli 1992 M, bertepatan
dengan tanggal 27 Muhastam 1413 H. No.290/Pdeg /0 PAWsp

2engan Mengadiii Sendiri

= Menolak sermohonan pemohon

Menghukum pemohon untuk membavar biava perkara dalam tinghat
pertama sebesar Rp 36.000.- (tiga puluh enam ribu rupiah),

Menghukun: pembanding untuk mensbayar biava perkara dalam lingkat
banding sebesar Rp.14 500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menghukum pemohor. kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50 000, - (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pra hari: Senin, tanggal 14 Pebruan 1994, de=ngan Prof DR.H.Busthanul
Arifin ST, Ketoa Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Eetoa Sidang, H.Mas-ani Basran, SH. dan Iswo,SH sebagai Hakim-Hakim Angenta
dan dizcapkan dalam Sidang terbuka pada hari: SABTU, TANGGAL 26
PEERUARI 1994, olel: Fatua Sidang terssbut, dengan dihadis oleh B Masrand
Basran, SH dan bavo, SH. Hakim-Hakim Angeota dan H Ackmad Diunaeni. SH.
vaniterd Pengganty, dengan tidak dihadin oleh kedua belah pihak:

Salinan Resmi putusan ini
diberikan kepada Varia Peradilan

MAHKAMAN AGUNGRIL

Direktur Perdata Agama
Poectoet Socrendop, ST
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